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ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional 

berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber 
daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan 
keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan 
mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan 
peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, 
dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 
perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan 
dan lingkungannya. Karena UU No. 9 Tahun 1985 belum 
menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan 
maka perlu diganti dengan membentuk UU tentang 
perikanan. 

 
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3). 
 

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian  
mengenai Perikanan, Sumber Daya Ikan, Lingkungan 
Sumber Daya Ikan, Ikan, Penangkapan ikan, 
Pembudidayaan ikan, Pengelolaan perikanan, Konservasi 
Sumber daya Ikan, Kapal Perikanan, Nelayan, Nelayan 
Kecil, Pembudi Daya Ikan, Pembudi daya Ikan Kecil, 
Setiap Orang, Korporasi, Surat Izin Usaha Perikanan, 
Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal 
Pengangkut Ikan, Laut Terotorial, Perairan Indonesia, 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut Lepas, Pelabuhan 
Perikanan; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Wilayah 
Pengelolaan Perikanan; Pengelolaan Perikanan; Usaha 
Perikanan; Sistem Informasi dan data Statistik Perikanan; 
Pungutan Perikanan; Penelitian dan Pengembangan 
Perikanan; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 
Perikanan; Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi 
Daya-Ikan Kecil; Penyerahan Urusan dan tugas 
Pembantuan; Pengawasan Perikanan; Pengadilan 
Perikanan; Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di 
Sidang Pengadilan Perikanan; Ketentuan Pidana;  
 
 
 

CATATAN : -     UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Oktober  
      2004. 

  - UU ini mencabut UU No. 9 Tahun 1985; Pasal 16 ayat 
(21) UU No. 5 Tahun 1983 khususnya yang berkaitan 
dengan tindak pidana di bidang Perikanan. 

-     Penjelasan : 35 hlm 



 
 


